KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
2. Sekretaris KPU Provinsi;
3. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOQOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALi KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDIS!I BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19)

A.  LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan serentak
lanjutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam
kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Komisi
Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walt Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
dan menetapkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/V1/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Tahun 2020, Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
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melan jutkan kembali tahapan pelantikan dan penetapan masa kerja Panitia
Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon
perseorangan, pembentukan dan penetapan masa kerja Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan
Daftar Pemilih dengan mempedomani protokol kesehatan yang telah
ditetapkan dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan
mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara
pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain
yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sambil menunggu Peraturan
KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diundangkan, maka
ditetapkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebelum diundangkan Peraturan
KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Penyelenggaraan tahapan
lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai
berikut:
1. kegiatan dalam tahapan yang bersifat tatap muka secara langsung
antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan

Calon dan pihak terkait lainnya;
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2. kegiatan dalam tahapan yang bersifat mengumpulkan orang dalam

jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;

kegiatan dalam tahapan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau
perlengkapan secara fisik; dan

kegiatan dalam tahapan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa
rapat pleno terbuka, rapat kKoordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi,

dan/atau kegiatan lainnya.

D. DASAR

1.

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512); dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
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E.

ISI EDARAN

1.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengutamakan

prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protokol

kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan

penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh

pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melakukan

prosedur pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) pada:

a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara
Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak
terkait lainnya;

b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah
tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;

c. kegiatan yang |Dbersifat penyampaian berkas dan/atau
perlengkapan secara fisik; dan

d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno
terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi,
dan/atau kegiatan lainnya.

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud

dalam angka 2 huruf a, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. personel KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP,
dan KPPS yang sedang menjalankan tugas mengenakan alat
pelindung diri paling kurang berupa masker;

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan
sekali pakai, dan pelindung wajah, bagi:

1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan
Bakal Pasangan Calon perseorangan;

2) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;

3) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS,
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personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada
Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau
pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling
kurang berupa masker, apabila belum menggunakan masker;

tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman

paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;

. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum
melakukan pertemuan tatap muka;

menyediakan antiseptik berbasis alkohol;

seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang
terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan
kontak fisik; dan

setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker,
mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan

disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan dengan

prosedur sebagai berikut:

a

terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan
mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ketentuan jarak
antar peserta;

dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang
terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat
yang tidak menimbulkan kontak fisik;

seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung
diri paling kurang berupa masker;

men jagajarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar
peserta kegiatan;

penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat
dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci
tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau antiseptik
berbasis alkohol; dan

penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan

darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan/atau personel
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yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau

perlengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 2

huruf ¢ dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;

a.

berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang

disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat

cair; '

sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik

diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas

dokumen yang masih terbungkus;

petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan

secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan

sarung tangan sekali pakai;

membatasi jumlah orang yang ada di dalam dan di luar ruangan

sesuai dengan kapasitas tempat penerimaan berkas dokumen

dan/atau perlengkapan secara fisik meliputi:

1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan
secara fisik;

2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara fisik; dan

3} Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan
tingkatannya;

pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas

dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik termasuk tim

pendukung tidak diperbolehkan hadir dan/atau berkerumun di

tempat penyerahan berkas dokumen;

penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara

fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas

penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau

perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang

menyampaikan berkas/dokumen dan/atau perlengkapan secara

fistk menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah,

dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;

seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
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dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau
kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas
dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;

penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat
dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci
tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau antiseptik
berbasis alkohol; dan

ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan

dipastikan kebersihannya,

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno

terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau

kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a.

membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat

dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1} KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan
KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;

2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;

3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan
kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;

4) 1 (satu) orang tim Penghubung Pasangan Calon;

S} Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan
tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;

6) Lembaga dan/atau instansi terkait lainnya paling banyak 2
(dua) orang; dan/atau

7) Masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya paling
banyak 2 (dua) orang.

seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh

sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang

tidak menimbulkan kontak fisik;

posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman

paling kurang 1 (satu) meter;
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d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno
terbuka mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta
sarung tangan jika diperlukan;

e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar
peserta,

f.  ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan
dipastikan kebersihannya;

g apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima,
berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan
keamanan berkas agar tidak rusak;

h. menghindari terjadinya kérumunan peserta di dalam dan di luar
ruang kegiatan;

i  menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol
kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19j;

j.  penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat
dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci
tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau antiseptik
berbasis alkohol;

k. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan
darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan personel yang
memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(CQVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat
pleno terbuka penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor
urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan
suara di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penetapan hasil
Pemilihan dan Penetapan Pasangan Calon terpilih; dan

. penyediaan sarana untuk menyaksikan dan mengikuti rapat
pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

Kegiatan tahapan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan

dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat

dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS (24 Juni 2020

sampai dengan 12 Juli 2020), dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:
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verifikasi faktual dilakukan oleh 1 (satu) orang PPS dengan cara
mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pcnye’baran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yakni menggunakan alat
pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai dan
pelindung wajah;

PPS sebelum melakukan verifikasi faktual harus melakukan
pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak
menimbulkan kontak fisik dan memastikan kondisi kesehatan
petugas yang bersangkutan;

apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b suhu tubuh PPS paling rendah 38° (tiga puluh
delapan derajat) celcius, maka PPS tidak melakukan verifikasi
faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan
verifikasi faktual;

PPS menjaga jarak aman dengan pendukung dan dilarang
melakukan kontak fisik dan melakukan jabat tangan dengan
pendukung;

dalam hal pendukung akan mengisi dan/atau membubuhkan
tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model
BAS5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung
pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK
Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri;
apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan
alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera
mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung;
dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita
Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual
oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak
memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi
informasi;

penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak
memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud dalam huruf

g dilakukan dengan mekanisme:
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1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita
Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui
laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan

2) pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model
BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan
mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring
petugas PPS;

dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan

verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan

Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang

terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual:

Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung agar

menyiapkan dokumen KTP-l atau Surat Keterangan,

menggunakan masker ketika PPS datang ke tempat tinggal
pendukung dan menyediakan alat tulis sendiri;

dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat

tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan

Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah

desa/kelurahan atau sebutan lain pada tempat yang telah

ditentukan dengan:

1) mengatur waktu kehadiran pendukung;

2) paling banyak S5 (lima) orang pendukung dalam 1 (satu)
waktu; dan

3) menghindari terjadinya kerumunan pendukung;

verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana

dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh

pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, PPS hanya

melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan

untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan
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dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi

faktual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

PPS berkoordinasi dengan petugas penghubung untuk

memastikan suhu tubuh pendukung tidak ada yang memiliki

suhu tubuh paling rendah 38 (tiga puluh delapan derajat) celcius
dan menyiapkan pendukung untuk:

1} membawa KTP-el atau Surat Keterangan;

2) menggunakan masker; dan

3) menyiapkan alat tulis masing-masing;

dalam hal pendukung tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS,

atau pendukung terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-9),

Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon memfasilitasi pendukung untuk memanfaatkan

teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah

dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon;

verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi

dilakukan secara daring (online) dan seketika (real time) dengan

menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan

PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat

kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan

berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual
secara luar jaringan (of fline};

dalam hal pendukung tidak memberikan dukungannya dalam

verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf q,

dilakukan dengan mekanisme:

1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita
Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui
laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan

2) pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model
BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan
mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring
petugas PPS.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim

penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat

memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi
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informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap
pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi. Dalam
hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf q dan huruf r
tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak
memenuhi syarat; dan
t. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan
huruf q tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
Dalam hal Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota
terindikasi atau positif terinfeksi COVID-19, baik yang sedang
menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di Rumah
Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat
dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali alasan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Anggota PPK, PPS atau KPPS terindikasi atau positif
terinfeksi COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri
maupun menjalani perawatan di Rumah Sakit, tidak diperbolehkan
melaksanakan tugasnya, dan tidak dapat dilakukan penggantian,
kecuali alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal PPDP terindikasi atau positif terinfeksi COVID-19, baik yang
sedang menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di
Rumah Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU
Kabupaten/Kota melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan
berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU
yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
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F. PENUTUP
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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